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ABSTRAK 

Mery Agustina Melati. NPM. 10810750. 2023. PELAKSANAAN 

PEMENUHAN HAK INTEGRASI BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA 

PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS I MARTAPURA. Skripsi, Fakultas 

Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr. Abdul Hamid, 

S.H., M.H, dan Pembimbing II Bapak Dr. Sudiyono, S.H., M.H. 

Kata Kunci : Pelaksanaan, Hak Integrasi, LPKA 

Perlu dilakukan analisis Pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi Anak 

Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dengan tujuan 

pemidanaan anak karena sebagaimana diketahui Sebagaimana amanat konstitusi 

Indonesia atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 

bahwa:“setiap anak berhak atas kelangsungan tumbuh, hidup, dan berkembang 

serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.  

Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu, Bagaimana 

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Martapura dan Apakah Hambatan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan Pemenuhan Hak Integrasi bagi Anak Binaan di Lemabaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas I Martapura. 

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah Penelitian hukum 

empiris ini hendaknya mengadakan pengukuran terhadap peraturan perundang-

undangan tertentu mengenai efektifitasnya, maka definisi-definisi operasional 

dapat diambil dari peraturan perundangundangan selain itu pendekatan 

pengumpulan data primer melalui wawancara dengan para pihak yang terkait 

dengan masalah penelitian ini.  

Dari Penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan Pemenuhan Hak 

Integrasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dapat diberikan 

bagi Anak Binaan apabila telah memenuhi persyaratan Administratif dan Subtantif. 

Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan salah satunya yakni 

keterlambatan pengembalian Surat Jaminan sebagai salah satu persyaratan dapat 

diusulkannya Hak Integrasi Anka Binaan.  
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